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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa ini mencakup Kepala
Wilayah/Dusun (atau sebutan lainnya), Pelaksana Teknis Desa, dan
Sekretariat Desa, yang semuanya berperan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.! Sistem pendukung ini bertujuan untuk memastikan
bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dalam struktur birokrasi
yang ada.?

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Jo UU No. 3
Tahun 2024 Tentang Desa, desa dapat disebut juga desa adat atau dengan
sebutan lain, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang ditetapkan. Kesatuan ini berwenang untuk
mengatur dan mengurus pemerintahan, serta memenuhi kebutuhan

masyarakat setempat, yang semuanya berlandaskan pada prakarsa

! Lince Magriasti Novindia Ayu Lestari, “Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia,” JIMPS: Jurnal
llmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 4 (2023): 6259-6260.

2 Sugiman, “Pemerintah Desa,” Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma 7,
no. 1 (2018): 84-85.
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masyarakat, hak adat, dan hak ulayat yang diakui dan dijunjung tinggi
dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.’

Pada saat ini pemerintah desa di berikan suatu kebebasan dalam
mengatur urusan masing-masing dengan menanti segala peraturan
Perundang-undanggan yang masih berlaku, Dalam Pasal 18 UU No. 6
Tahun 2014 tentang desa, mengatur tentang klasifikasi bidang dalam
pemerintahan desa. Adapun bidang tersebut yaitu penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas
dasar prinsip otonomi daerah merupakan konsep yang fundamental.’
Pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan/kekuasaannya dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada daerah/desa. Termasuk
perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan layanan publik
untuk memastikan kesejahterahan masyarakat desa dengan prinsip
keadilan.” Penyerahan urusan pemerintahan inilah yang dikenal dengan
konsep otonomi daerah.

Konsep Otonomi daerah mengacu pada kewenangan yang luas,

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memerlukan

% kiki Endah, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal llmiah Administrasi
Negara Vol 5 No 1, No. 150 (2018): 76-82.

* Nuria Siswi Enggarani, et.al, “Hukum Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan”
(2025) Hal.13

> Dosen Universitas Et Al, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan
Publik Di Desa Pematang Johar,” Volume 14 14 (2020): 564-584.
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koordinasi dan tata kelola untuk lebih menyelaraskan dan
mengoordinasikan upaya pembangunan, termasuk pertumbuhan nasional,
pertumbuhan daerah, dan pembangunan antar daerah.® Diawali dengan
terbitnya UU No. 22 Tahun 2009, kemudian diganti dengan UU No. 32
Tahun 2004, terakhir undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi
daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014. Revisi terhadap undang-undang
pemerintahan daerah dan peraturan yang secara konsisten menyoroti
adanya transisi peran utama yang sebelumnya dianggap berwenang; Kini,
telah bergeser menjadi " Pelayan Masyarakat."’

Sebagai pelayan masyarakat dan membantu pemerintah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan. Didalam pemerintah desa terdapat
sebuah struktur organisasi tata kerja pemerintahan.® Salah satu
dianataranya adalah Kepala Seksi (KASI) yang teridri dari tiga bagian
diantarnya: Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan.
Pembentukan Kasi bertujuan untuk membantu kepala desa sebagai
pelaksana tugas oprasional.’® Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa
Kasi pembantu tugas kepala desa. Keberadaan Kasi diharapkan dapat
memperlancar jalannya pemerintahan desa. Selain itu juga mempermudah

pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di

® Fauzi A, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Yang Baik,” Jurnal Spektrum Hukum 16, No. 1 (2019): 119-136.

" Novie Indrawati Sagita, “Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Di
Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandung,” Agregasi 4, no. 2337 (2016): 126.

® Sri Yulianty Mozin Dan Rusli Isa, “Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola
Pemerintahan Desa,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1.4 (2023), 150-55.

° D A N Tata Dan Kerja Sotk, “Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Membangun
Kesadaran Memahami Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (Sotk) Abdul,” Jurnal Pengabdian
Masyarakat 1, no. 3 (2024): 62-70.a
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bidang administrasi desa, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta
pembinaan masyarakat desa. Dengan demikian pelaksanaan fungsi
pemerintahan ditingkat desa dapat berjalan dengan lancar dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.'®
Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang mempunyai
kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang ditugaskan membantu
Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan
desa.’! Tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan desa menurut Peraturan
Bupati (Perbub) Sukoharjo No. 29 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa memiliki tugas dan fungsi.
1. Kasi Pemerintahan Desa memiliki tugas :
a. Kasi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di
bidang pemerintahan desa.
b. Kasi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa
2. Kasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
b. Menyusun rancangan regulasi desa;

c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

1% Djoko Suyono Dan Rismanto Rismanto, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten
Pemalang,” Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 1.2 (2019).

iwan Henri Kusnadi, “Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Registrasi
Penduduk Menurut Tingkat Migrasi Penduduk Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten
Subang,” Jurnal lImu Administrasi, 16.1 (2019), 24-32.
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d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;

f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah dan profil Desa

Desa Grogol terletak di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah. Pada masa lampau, Grogol Sukoharjo merupakan
area yang dipenuhi sawah yang menghampar luas. Tanah yang subur ini
menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, yang mayoritas
berprofesi sebagai petani. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan
signifikan mulai terjadi di daerah ini. Desa Grogol terus mengalami
transformasi dari sebuah desa agraris menjadi sebuah kota kecil yang
ramai. Peran aktif pemerintahan desa dalam merencanakan dan
melaksanakan program pembangunan juga turut berkontribusi pada
perkembangan ini. Selain itu, perkembangan industri dan perdagangan
semakin memperkuat posisi Grogol Sukoharjo sebagai pusat ekonomi di
Kabupaten Sukoharjo. Saat ini, Grogol Sukoharjo telah berkembang pesat
dan menjadi sebuah kecamatan yang maju.

Peran Kasi Pemerintah desa sangat penting dalam pengelolaan dan
pembangunan desa, di mana tugasnya harus dijalankan dengan amanah
dan penuh tanggung jawab karna sebagai penghubung antara pemerintah
dan masyarakat. Sebagaimana kutipan yang mencerminkan pandangan
Buya Hamka, tentang pentingnya amanah dalam kehidupan. Buya Hamka,
yang merupakan seorang ulama, sastrawan, dan tokoh nasional Indonesia,
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sering menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam bekerja."Amanah adalah sebuah kehormatan,
dan setiap orang yang mengemban amanah harus siap mempertanggung

jawabkannya di hadapan Tuhan dan masyarakat.". Dalam Qs. An-Nisa

ayat 58:
G 2285 1305 al &) cataNT1,388 o 285550 bl Sle
R P -

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”

Diharapkan dengan adanya peran Kasi Pemerintahan yang
menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka akan
tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya ialah untuk memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, menciptakan
lingkungan yang harmonis, dan mendorong kemajuan serta kesejahteraan

bersama.'?

2 Doni Fitriyanto2 Siti Umalikahl, “Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di
desa-desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung,” Pharmacognosy Magazine 75, no. 17
(2021): 399-405.
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Berdasarkan Perbub Sukoharjo No. 29 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kasi pemerintah
seharusnya menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran. Namun, dalam
kenyataanya terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa
Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo masih mengeluhkan
beberapa kendala, khususnya di bidang pemerintahan, seperti, masalah
Administrasi Kependudukan yaitu Pencatatan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru. Di Desa
Grogol, masih ada sejumlah warga yang belum melakukan pencatatan
KTP-el dan penerbitan KK baru, terutama di antara orang tua dan
penyandang disabilitas. Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sukoharjo telah mencoba melakukan beberapa
sosialisasi dengan datang kepada warga yang membutuhkan..*®

Selain itu, di Desa Grogol, masih ada beberapa warga yang KK
nya belum diperbarui dan masih mencantumkan tanda tangan dari camat.
Situasi ini menyulitkan pemegang KK dalam mengurus berbagai dokumen
resmi, karena saat ini, pemrosesan dokumen memerlukan KK asli dengan
Kartu KTP-el sebagai syarat. Regulasi tentang pengambilan KTP-el
mengharuskan orang yang bersangkutan untuk mengambil kartu secara
langsung. Tidak ada ketentuan untuk mengambil atas nama orang lain,

baik anggota keluarga maupun melalui surat kuasa. Kebijakan ini otomatis

13 Satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Selasa, 25
Februari 2025, Pukul 12:00 WIB.
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menambah beban kesulitan bagi beberapa anggota masyarakat, di mana
beberapa dari mereka termasuk dalam kelompok lansia.**

Selain masalah terkait pengelolaan kependudukan, tantangan lain
yang cukup besar adalah mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Distribusi KIS di Desa Grogol menjadi masalah yang serius, karena begitu
banyak penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
(tidak tepat sasaran). Akibatnya, banyak warga yang sebenarnya
membutuhkan layanan kesehatan malah tidak mendapatkan kartu
tersebut.”

Tantangan lain yang dihadapi Kasi Pemerintahan adalah terkait
pengurusan surat keterangan kematian. Selama ini, banyak warga Desa
Grogol yang menyampaikan kematian anggota keluarga atau ahli warisnya
hanya dengan mengajukan surat keterangan kematian kepada perangkat
desa setempat. Namun, pada kenyataaannya, surat keterangan kematian
tersebut tidak diteruskan ke Dukcapil Kabupaten Sukoharjo, sehingga
surat keterangan kematian tidak dapat diterbitkan. Akibatnya, nama-nama
orang yang sudah meninggal tetap terdaftar dalam data kependudukan dan
selalu muncul di setiap pemilihan umum.*®

Problem mengenai persertifikatan tanah juga sering muncul dalam
persoalan Kasi Pemerintahan. Hal itu terjadi karna di Desa Grogol, masih
banyak warga masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk pengurusan sertifikat tanah. Dengan

14 H
Ibid
15 satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Selasa, 25
Februari 2025, Pukul 12:00 WIB.
1 Ihid



demikian, Pemerintah Desa tidak mendapatkan informasi yang memadai
tentang sertifikat tanah kepemilikan warga. Ketidakjelasan ini dapat
menghambat upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan
pemetaan aset tanah di desa.’

Masalah lain yang umumnya sering timbul adalah persoalan
mengenai mutasi penduduk. Di Desa Grogol, masih terdapat banyak warga
yang telah berpindah tempat tinggal tapi belum menyelesaikan surat
kepindahan. Akibatnya, nama mereka masih terdaftar dalam KK yang
lama, yang mengakibatkan terjadinya duplikasi Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Hal ini tentu saja memperumit pemerintah desa
dalam mengurus data kependudukan dan memberikan layanan yang tepat
kepada masyarakat.®

Efektivitas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kasi
Pemerintahan desa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah
desa dalam memberikan pelayanan administrasi yang terbaik bagi
masyarakat. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto
menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan pada 5 faktor, yakni: 1)
Faktor Hukumnya; 2) Faktor Penegak Hukumnya; 3) Faktor
Sarana/Fasilitas; 4) Faktor Masyarakat; dan 5) Faktor Kebudayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dari
Kasi Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam

memberikan pelayanan administrasi di Desa Grogol, Kecamatan Weru,

17 H

Ibid
18 Satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Selasa, 25
Februari 2025, Pukul 12:00 WIB.
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Kabupaten Sukoharjo. Menjadikan pemerintahan desa sebagai tempat
penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dimana
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi juga harus dibarengi dengan
kerjasama seluruh komponen masayarakat. Kerjasama dengan masyarakat
mutlak diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan terwujud secara
efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dalam hal ini peneliti
berkeinginan untuk mengeksplorasi/membahas mengenai peran Kasi
Pemerintah dalam melaksanaan pemerintahan desa, maka dari itu penulis
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA SEKSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2024(Studi Kasus di Desa Grogol Kecamatan Weru

Kabupaten Sukoharjo)”

. Pembatasan dan Perumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul diatas maka guna menghindari kesalahpahaman
dalam permasalahan dan pembahasan kepada pembaca maka penulis
memfokuskan permasalahan kepada Kasi Pemerintahan sebagai bagian
dari struktur pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi

sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Serta membantu
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kepala desa sebagai pelaksana tugas oprasional dibidang pemerintahan

desa.

b. Perumusan Masalah
Agar memudahkan diskusi mengenai permasalahan yang telah

dijelaskan pada latar belakang di atas, dirumuskan pernyataan masalah

yang menjadi fokus utama penelitian, yaitu:

1) Bagaimana Implementasi Kasi Pemerintahan Desa Grogol, Kecamatan
Weru, Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya
tahun 2023-2024?

2) Bagaimana Efektifitas Implementasi Kasi Pemerintahan dalam
menjalakan tugas dan fungsinya di Desa Grogol, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo tahun 2023-2024?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi dari Kasi Pemerintahan Desa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya tahun 2023-2024.

2. Untuk mengetahui efektivitas implementasi tugas dan fungsi dari Kasi

Pemerintahan Desa tahun 2023-2024

D. Manfaaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
a. Berperan dalam pengembangan penalaran ilmiah dalam hukum

administrasi negara dengan menitikberatkan pada pelaksanaan

tugas administrasi dan pelayanan publik di tingkat masyarakat.
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b. Meningkatkan keberagaman sumber dan karya tulis dalam kajian
hukum, khususnya yang berkaitan dengan topik tugas administrasi
dan pelayanan publik di tingkat masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Menyajikan jawaban atas masalah yang diteliti sehingga dapat
meningkatkan pemahaman, logika, dan keahlian penulis dalam
menyusun karya hukum.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat luas dan para pembacanya.

E. Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir adalah penyajian singkat mengenai teori yang
diterapkan serta cara penerapannya dalam menjelaskan pertanyaan

penelitian.
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| Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
|

[
| Usndang-Undang No 6 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ‘

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 84 Tahuon 2015

| Peratugan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 |

‘ Kepala Seksi Pemerintahan ‘
I
l |
Implementasi Kepala Selsi Pemerintahan Efeltifitas Kepala Seksi dalam
dalam menjalankan tugas dan fangsinya menjalakan tugasnya dan fungsinya
[ I
i
(undang-undangnya)
| Landasan Hukum | 2. Faktor Penegak
T Hulum
L . 3. Faktor Sarana dan
‘ Implementasi Tugas ‘ | Implementasi Fungsi Prasarana
T T 4. Faltor Masyarakat
1. Unsur pelaksana a. Manajemen tata praja 5. Faltor Kebudayaan
telenis dibidang pemerintahan
pemerintahan b Pen};usp;ﬂan rancangan
regulasi desa,
2 l[?;::;ﬂ:a?epah c. Pibi.ﬂa.an tr.lasalah
pertzhanan di desa,
pelaksana tugas d. Pembinaan ketentraman
oprasional dibidang dan ketertiban
pemerintahan desa masyarakat desa,
e. Upava perlindungan
masyarakat,
f. Pembinaan masalah
kependudulkan serta
melakukan
g Pendataan dan
pengelolaan profil desa.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur
tentang Klasifikasi bidang dalam pemerintahan desa. Adapun bidang
tersebut yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat

istiadat desa.
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Dalam implementasi Kasi Pemerintahan Desa sebagaimana
dijelaskan dalam Perbub Sukoharjo No0.29 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Kasi Pemerintahan
menjalakan tugas dan fungsinya membantu kepala desa dalam pelaksana
teknis dan tugas oprasinoal dalam pemerintahan desa.

Efektivitas Kasi Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas dan
fungsinya di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo ini
juga ditinjau dari beberapa faktor, yakni: 1) Faktor Hukumnya; 2) Faktor
Penegak Hukumnya; 3) Faktor Sarana/Fasilitas; 4) Faktor Masyarakat; dan
5) Faktor Kebudayaan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah proses ilmiah yang menggunakan penalaran dan
analisis logis untuk mengumpulkan informasi yang akurat, yang dilakukan
untuk mengevaluasi fakta-fakta guna memahami atau mengatasi
tantangan.® Dalam penyusunan disertasi ini, peneliti menggunakan
metode penelitian antara lain:
1. Metode Pendekatan
Metodologi yang diterapkan untuk jenis penelitian ini adalah metode
yuridis empiris. Metodologi ini memadukan strategi hukum dan
empiris. Pendekatan yuridis bertujuan untuk memastikan keabsahan
norma hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Desa,

sedangkan strategi empiris berfokus pada analisis atau penyelidikan

% Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Dan Ery Agus Priyono, “Metodologi Penelitian Hukum
Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Refleksi Hukum: Jurnal limu
Hukum, 3.2 (2019), 145-60.
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langsung di masyarakat beserta keterlibatan masyarakat Dengan

demikian, pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian

hukum vyang tidak hanya sekadar telaah pustaka, tetapi juga

menggabungkan studi lapangan yang melibatkan partisipasi

masyarakat secara aktif.?

2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum deskriptif yang
menguraikan dan mengkaji hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan
yang lebih luas atau menguraikan bagaimana aturan-aturan hukum
diterapkan pada contoh-contoh kasus sosial tertentu. Penelitian ini
berfokus pada permasalahan yang muncul selama proses penelitian dan
Isu-isu dunia nyata yang relevan.

3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten
Sukoharjo. Peneliti memilih Desa Grogol karena di Desa tersebut
terdapat struktur organisasi tata kerja pemerintahan desa. Salah satu
dianataranya adalah Kasi pemerintahan desa sebagai unsur pelaksana
teknis dibidang desa serta pelaksana tugas oprasional dibidang
pemerintahan desa.

4. Sumber Data

20 Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” Jurnal Hukum Dan
Peradilan, 1.2 (2012), 189.
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Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan
data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang penulis
gunakan dalam melaksanakan penelitian ini sebagai berikut:
a. Data Primer
Data Primer adalah data pokok yang diperoleh langsung melalui
observasi, kuisioner dan wawancara langsung dari informan yang
menjabat sebagai Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo, Masyarakat Desa Grogol, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo.
b. Data Sekunder
Data sekunder ialah informasi atau materi kepustakaan yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama. Sumber data
sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau
pemeriksaan dokumen hukum. Adapun beberapa bahan hukum
yang dapat digunakan dalam penulisan penelitian ini sebagai
berikut:
1) Bahan Hukum Primer
Penelitian ini menggunakan sumber materi/bahan hukum yang
memiliki kekuatan yang mengikat, yakni yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang akan menjadi fokus pada
penelitian ini, diantaranya:
a) Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Jo Undang-Undang
No.3 Tahun 2024

16



c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No0.84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa.
d) Peraturan Bupati Sukoharjo No0.29 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
2) Bahan Hukum Sekunder
Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum sekunder, yang
mencakup materi-materi terkait dengan bahan hukum utama
yang berasal dari pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil
penelitian, literature, dan buku-buku ilmiah yang relevan
dengan penulisan skripsi ini
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah data informasi yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum utama dan bahan hukum
sekunder.
5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

melakukan studi kepustakaan, kuisioner dan wawancara.

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan menggali data yang
dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan
penelitian. Penelaahan ini mencakup kajian terhadap bahan-bahan
hukum yang mencakup teori-teori hukum, asas-asas, doktrin, dan

kaidah hukum yang terkait dengan isu penelitian
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b. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data, di mana
serangkaian pertanyaan tertulis diajukan kepada partisipan untuk
ditanggapi. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan melalui
Google Form kepada warga Desa Grogol, Kecamatan Weru,
Kabupaten Sukoharjo.

c. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
melibatkan  interaksi  komunikasi, dimana perwawancara
berhubungan langsung dengan sumber data (responden). Dalam
penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Kasi Pemerintah Desa
Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dan Masyarakat
Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan melalui pendekatan kualitatif,
penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif
dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang
terkumpul secara sistemik dan sistematik. Menganalisis sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data
premier dan sekunder peneliti mendapatkan data dari banyak sumber
dengan proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif
melalui tinjauan pustaka, dan wawancara agar memperoleh tujuan
gambaran yang menyeluruh terutama mengenai fakta yang
berhubungan dengan penelitian yang akan diajukan. Dalam penelitian
ini menggunakan metode analisis secara deduktif dalam pengambilan
kesimpulan.
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G. Sistematika Penelitian

Guna mempermudah dalam penulis dalam melakukan skripsi ini, penulis

dapat menguraikan sistematika skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab

sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Efektivitas

B. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Administrasi Publik

BAB Il PEMBAHASAN

A

Bagaimana Implementasi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Grogol,
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan
fungsinya?
Bagaimana Efektifitas Kepala Seksi Pemerintahan dalam menjalakan
tugas dan fungsinya di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten
Sukoharjo
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BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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